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ABSTRAK 

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas 
usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun dalam 
praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur, termasuk di 
Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Sebagai ibu kota kabupaten, 
Kapanewon Wates cenderung lebih modern dan dinamis, yang mengindikasikan 
bahwa masyarakat di wilayah ini seharusnya memiliki kesadaran hukum yang lebih 
tinggi. Namun, menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon 
Progo, pada tahun 2023, terdapat 9 (sembilan) pasangan yang mengajukan 
dispensasi nikah di Kapanewon Wates, menjadikannya sebagai penyumbang kedua 
terbanyak setelah Kapanewon Sentolo. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 
ini yaitu: 1). Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas 
usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon 
Wates, Kabupaten Kulon Progo? 2). Apa faktor yang memengaruhi kesadaran 
hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? 3). 
Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat 
mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang 
bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh 
melalui wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang 
melibatkan pihak KUA, tokoh masyarakat serta pasangan yang menikah di bawah 
umur atau orang tua mereka. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan 
menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk memverifikasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat 
mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo masih rendah. Rendahnya 
kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang 
peraturan tersebut, di mana sebagian besar masyarakat di Kapanewon Wates belum 
mengetahui adanya ketentuan yang mengatur batas usia perkawinan. Hal ini 
membuat mereka lebih cenderung mengikuti hukum adat atau kebiasaan yang 
berkembang di dalam masyarakat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum 
masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo disebabkan 
oleh berbagai faktor, di antaranya: 1) faktor minimnya perhatian dan pengawasan 
dari orang tua; 2) faktor ekonomi; 3) faktor rendahnya tingkat pendidikan; 4) faktor 
keinginan individu; 5) hubungan seksual di luar ikatan perkawinan; 6) faktor 
dorongan orang tua; 7) faktor perceraian orang tua; 8) faktor budaya permisivisme; 
9) faktor labelling di kalangan masyarakat; 10) faktor kurangnya sosialisasi atau 
penyuluhan kepada masyarakat; dan 11) faktor media massa. 
 
Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Perkawinan di Bawah Umur, Kesadaran   

Hukum, Masyarakat, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. 
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ABSTRACT 

Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 sets the age limit for 
marriage at 19 years for men and women. However, in practice, there are still many 
underage marriages, including in Wates District, Kulon Progo Regency. As the 
district capital, Wates District tends to be more modern and dynamic, which 
indicates that people in this area should have a higher legal awareness. However, 
according to data from the Office of the Ministry of Religion of Kulon Progo 
Regency, in 2023, there were 9 (nine) couples who applied for marriage 
dispensation in Wates District, making it the second largest contributor after 
Sentolo District. The formulation of the problem in this study is: 1). How is the legal 
awareness of the community regarding the provisions of the age limit for marriage 
in Law Number 16 of 2019 in Wates District, Kulon Progo Regency? 2). What are 
the factors that influence the legal awareness of the community regarding the 
provisions of the age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 in Wates District, 
Kulon Progo Regency? 3). How is the sociological legal review of public legal 
awareness regarding the provisions on the age limit for marriage in Law Number 
16 of 2019 in Wates District, Kulon Progo Regency? 

This study uses a descriptive field research type with a legal sociology 
approach. Data sources were obtained through interviews using purposive 
sampling techniques, involving KUA, community leaders and underage married 
couples or their parents. Data were collected using data collection techniques in 
the form of observation, interviews, and documentation, by applying triangulation 
of sources and techniques to verify data. 

The results of this study indicate that public legal awareness regarding the 
provisions of the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 in Wates District, 
Kulon Progo Regency is still low. The low legal awareness of the community is 
influenced by the lack of knowledge about the regulation, where most people in 
Wates District do not know about the provisions governing the marriage age limit. 
This makes them more likely to follow customary law or customs that develop in 
society. In addition, the low legal awareness of the community regarding the 
provisions of the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 in Wates District, 
Kulon Progo Regency is caused by various factors, including: 1) the factor of 
minimal attention and supervision from parents; 2) economic factors; 3) low level 
of education; 4) individual desire factors; 5) sexual relations outside of marriage; 
6) parental encouragement factors; 7) parental divorce factors; 8) permissive 
culture factors; 9) labeling factors among the community; 10) lack of socialization 
or counseling to the community; and 11) mass media factors. 
 
Keywords: Marriage Age Limit, Underage Marriage, Legal Awareness, Society, 

Wates Sub-district, Kulon Progo Regency. 
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MOTTO 

 

“Kegagalan muncul dari rasa takut yang tidak dilawan. Lebih baik 

gagal karena sudah berusaha daripada gagal karena tidak pernah 

mencoba. Takdir tidak pernah salah alamat. Selalu ada alasan, karena 

alasan adalah sesuatu yang bisa diciptakan oleh manusia, selama kita 

mau, selama kita berusaha.” 

 

 

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, 

yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya. Berjuanglah 

untuk diri sendiri, walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri 

kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita 

perjuangkan hari ini.”  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat bertahan hidup sendiri, saling 

membutuhkan dan saling bergantung pada manusia lain. Hakikat manusia 

inilah yang mendorong manusia saling berinteraksi satu sama lain. Manusia 

selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah 

kebutuhan sosial.1 Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sosialnya adalah 

dengan melakukan perkawinan. 

Perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga dan diatur 

oleh norma-norma hukum, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak 

tertulis. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting 

menuju reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini, undang-

undang berfungsi sebagai sumber hukum materiil untuk mengatur aspek-aspek 

dasar perkawinan.2 Pasal 1 Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan 

sebagai suatu hubungan yang melibatkan aspek fisik dan emosional antara 

seorang pria dan wanita yang berperan sebagai suami isteri, dengan tujuan 

 
1 Yusnadi dkk., Filsafat Pendidikan, edisi ke-1 (Jakarta: Halamanmoeka, 2019), hlm. 6-7. 
 
2 Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar (Jakarta: PT. Zona Media Mandiri, 2020), 

hlm. 202. 
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untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, dilandasi nilai-

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.3 Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur 

bahwa setiap individu memiliki hak membangun keluarga dan meneruskan 

keturunan melalui ikatan perkawinan yang diakui secara hukum.4 

Perkawinan merupakan ikatan abadi yang menyatukan seorang laki-

laki dan perempuan selama hidup mereka. Oleh karena itu, perkawinan adalah 

tindakan hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum berupa adanya hak 

dan kewajiban antara suami isteri yang terikat dalam perkawinan. Dengan 

demikian, perkawinan tidak semata-mata didasarkan pada kematangan yang 

bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial.5 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek hukum perkawinan 

dengan jelas, termasuk batas usia minimal untuk menikah. Pada awalnya, batas 

usia minimal untuk menikah ditetapkan pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 

16 tahun untuk perempuan, kemudian diubah dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi perkawinan hanya diperkenankan 

untuk laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 tahun.6 

 
3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
 
4 Pasal 28B ayat (1). 
 
5 Dhorifah Hafidhotul Hikmah dkk., “Pengaruh Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Rembang 
Provinsi Jawa Tengah,” Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 2. 

 
6 Pasal 7 ayat (1). 
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Namun dalam kenyataannya, masih banyak terjadi perkawinan di 

bawah umur. Di Indonesia, perkawinan di bawah umur menjadi isu yang sangat 

serius dan memerlukan perhatian mendalam. Menurut data UNICEF tahun 

2023, terdapat 25,53 juta perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 

tahun. Bahkan Indonesia menempati peringkat keempat di dunia setelah India, 

Bangladesh, dan China.7 Praktik perkawinan di bawah umur di Indonesia 

dipicu oleh berbagai faktor seperti pengaruh adat dan tradisi masyarakat, ajaran 

agama, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pergaulan di 

kalangan remaja yang dapat berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan.8  

Perkawinan di bawah umur cenderung membawa berbagai konsekuensi 

negatif, termasuk kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum 

dalam perkawinan. Selain itu, anak di bawah umur dinilai belum memiliki 

stabilitas emosi dan kematangan berfikir, sehingga akan meningkatkan 

kemungkinan masalah rumah tangga yang mengganggu keharmonisan 

keluarga.9 Sebaliknya, usia menikah yang lebih matang biasanya diasosiasikan 

dengan kematangan emosional dan intelektual yang lebih baik, yang 

berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab 

dan hak-hak dalam perkawinan. Dengan demikian, usia perkawinan yang ideal 

 
7 Banny Rahayu, “Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generani Muda,” 

https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-
muda/7711517.html, akses 19 Oktober 2024. 

 
8 Sonny Dewi Judiasih dkk., “Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: 

Towards Sustainable Development Goals,” Journal of International Women’s Studies, Vol. 21 
(Agustus 2020), hlm. 142. 

 
9 Sonny Dewi Judiasih, “Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan 

Bagi Penegak Hukum Keluarga di Indonesia,” ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 
Vol. 6, No. 2 (Juni 2023), hlm. 179. 
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berperan penting dalam memengaruhi kesadaran hukum terkait perkawinan itu 

sendiri. 

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang 

sepenuhnya memahami hukum beserta fungsi dan perannya, baik untuk dirinya 

sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.10 Kesadaran hukum merupakan 

kesadaran yang muncul dari dalam diri individu untuk mematuhi aturan yang 

ada, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau instruksi dari pihak lain.11 Pada saat 

tertentu, kesadaran hukum diharapkan dapat memotivasi individu untuk 

mematuhi apa yang dilarang dan diperintahkan oleh hukum.12 Menurut Ewick 

dan Silbey, kesadaran hukum merujuk pada cara individu memahami hukum 

dan lembaga hukum, yaitu pemahaman yang memberi arti pada peristiwa dan 

perilaku mereka.13 Selain itu, Sudikno Mertokusumo mengartikan kesadaran 

hukum sebagai bentuk pemahaman mengenai tindakan yang sepatutnya 

dilakukan atau tidak dilakukan, khususnya dalam hubungan dengan 

antarindividu.14 

 
10 Syamsarina dkk., “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” Jurnal Selat, Vol. 10, No. 
1 (Oktober 2022), hlm. 83. 

 
11 Azmiaty Zuliah dkk., “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Era Publik 

Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 8, No. 1 (Juni 
2021), hlm. 61. 

 
12 Risnal Indrawan, “Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Sebagai Faktor Tegaknya 

Negara Hukum di Indonesia,” De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 1 (Januari 2022), hlm. 32. 

 
13 Murlinus, “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law 

Enforcement,” Jurnal Qawwam: The Leader’s Writing, Vol. 4, No. 1 (Juni 2023), hlm 64. 
 
14 Adistira Meidita Amanda, “Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif 

Masyarakat,” Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3 (Juli 2023), hlm. 95. 
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Kesadaran terhadap hukum mengandung makna bahwa hukum 

berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, di mana hukum memiliki 

aturan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.15 

Hubungan antara hukum dan kesadaran hukum sangatlah kuat. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum dirancang untuk mencerminkan kesadaran hukum 

mayoritas masyarakat, dan jika hukum tersebut tidak sejalan dengan kesadaran 

hukum yang berlaku di masyarakat, maka daya ikat hukum itu akan 

berkurang.16 

Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat mengenai 

ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. 

Kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, 

Kabupaten Kulon Progo, merupakan isu penting yang membutuhkan perhatian 

khusus. Kesadaran hukum di wilayah tersebut dianggap masih kurang, terlihat 

dari cukup tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh, 

terdapat peningkatan signifikan dalam pengajuan dispensasi nikah di 

Kabupaten Kulon Progo. Agus Wantoro sebagai salah satu Panitera Muda 

Hukum di Pengadilan Agama Wates mengatakan, sejak Januari hingga 

November 2023, tercatat 64 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah 

 
15 Ibrahim Ahmad, “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” 

Gorontalo Law Review, Vol. 1, No. 1 (April 2018), hlm. 16. 
 
16 Rudi Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 

Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri),” Skripsi Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Kediri (2021), hlm. 1. 
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dengan dua pasangan di antaranya masih berusia 14 tahun. Angka tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 8,4% dari 54 perkara yang diajukan pada tahun 

2022. Hal ini diperburuk dengan fakta bahwa 66% dari jumlah pemohon 

didominasi oleh pasangan yang sudah hamil duluan, mengindikasikan adanya 

faktor sosial yang mendasari keputusan untuk menikah lebih awal.17 

Kapanewon Wates, yang menjadi fokus penelitian ini, merupakan 

daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten 

Kulon Progo dengan jumlah mencapai 1.564 jiwa per km2.18 Sebagai ibu kota 

kabupaten, Kapanewon Wates cenderung lebih modern dan dinamis, yang 

mengindikasikan bahwa masyarakat di wilayah ini seharusnya memiliki 

kesadaran hukum yang lebih tinggi. Namun, menurut data dari Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2023, terdapat 9 

(sembilan) pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Kapanewon Wates, 

menjadikannya sebagai penyumbang kedua terbanyak setelah Kapanewon 

Sentolo.19 Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga 

melibatkan dimensi sosial dan budaya yang saling berhubungan, sehingga 

diperlukan pendekatan komprehensif untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat. 

 
17 Jalu Rahman Dewantara, “Pengajuan Nikah Dini di Kulon Progo Melonjak, 66 Persen 

Gegara Hamil Duluan,” https://www.detik.com/jogja/berita/d-7060823/pengajuan-nikah-dini-di-
kulon-progo-melonjak-66-persen-gegara-hamil-duluan/1, akses 20 Oktober 2024. 

 
18 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo., Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 

2024 (Kulon Progo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2024), hlm. 64. 
 
19 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, “Jumlah Pernikahan Per 

Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo,” https://kulonprogo.kemenag.go.id/index/data-kua/, akses 7 
November 2024. 
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Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 

pada tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo memiliki angka perceraian terendah 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah total 524 kasus 

perceraian.20 Hal ini dapat diartikan sebagai indikasi bahwa meskipun terdapat 

banyak pasangan yang mengajukan dispensasi nikah, angka perceraian yang 

rendah menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan perkawinan. 

Namun, penting untuk memahami lebih dalam mengenai kesadaran hukum 

perkawinan tentang ketentuan batas usia perkawinan, khususnya di 

Kapanewon Wates yang merupakan salah satu wilayah dengan dinamika sosial 

yang kompleks. 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti dan melakukan kajian mendalam tentang “KESADARAN 

HUKUM MASYARAKAT MENGENAI KETENTUAN BATAS USIA 

PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 

2019 (Studi Kasus di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia 

perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon 

Wates, Kabupaten Kulon Progo? 

 
20 Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta., Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Dalam Angka 2024 (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 2024), hlm. 277-279. 
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2. Apa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai 

ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo? 

3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum 

masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon 

Progo? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk memahami dan menggambarkan kesadaran hukum masyarakat 

mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. 

b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran 

hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, 

Kabupaten Kulon Progo. 

c. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran 

hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, 

Kabupaten Kulon Progo. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat, 

baik kegunaan secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam 

memahami kesadaran hukum masyarakat terkait ketentuan batas usia 

perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur 

ilmiah di bidang hukum serta menjadi rujukan bagi peneliti lain yang 

berminat untuk meneliti topik serupa, baik di wilayah yang sama 

maupun di daerah lainnya. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah 

daerah dan lembaga terkait, khususnya Kapanewon Wates, Kabupaten 

Kulon Progo dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk 

mencegah perkawinan di bawah umur, serta mendorong program-

program pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kesadaran 

hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk 

meningkatkan edukasi hukum di kalangan masyarakat mengenai 

ketentuan batas usia perkawinan, sehingga masyarakat dapat lebih 

memahami pentingnya peraturan tersebut dalam konteks 

perlindungan anak.  

 



10 
 

 
 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi mengenai hasil 

penelitian sebelumnya, serta menemukan relevansi dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya 

kesamaan dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan 

analisis yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Pertama, skripsi yang diteliti pada tahun 2023 oleh Hidayatul Siammah 

yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap 

Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten 

Lumajang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum 

masyarakat di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang tentang 

Undang-Undang Perkawinan, terutama mengenai batas usia menikah, masih 

rendah. Banyak warga menganggap undang-undang ini sebagai formalitas, dan 

sebagian besar tidak mengetahui pasal-pasal yang mengatur batas usia dan 

konsekuensi pernikahan di bawah umur.21 Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada teori yang digunakan. 

Skripsi yang diteliti oleh Hidayatul Siammah menggunakan teori kesadaran 

 
21 Hidayatul Siammah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan 

Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan 
Kedungjajang Kabupaten Lumajang),” Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 
Jember (2023). 
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hukum dan batas usia perkawinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti menggunakan teori kepatuhan hukum dan interaksionisme simbolik. 

Kedua, skripsi yang diteliti pada tahun 2023 oleh Diah Syafira yang 

berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas 

Usia Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesadaran hukum di Kelurahan Mulyoharjo masih 

rendah, dipengaruhi oleh empat faktor: pengetahuan pasangan tentang batas 

usia pernikahan yang terbatas, pemahaman hukum masyarakat yang lemah, 

penerimaan masyarakat terhadap pernikahan dini, dan perilaku hukum yang 

tidak mencerminkan kesadaran yang baik, terlihat dari adanya pernikahan di 

bawah usia 19 tahun.22 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada pendekatan penelitian. Skripsi yang 

diteliti oleh Diah Syafira menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan 

sosiologi hukum. 

Ketiga, skripsi yang diteliti pada tahun 2022 oleh Sahrul Ramadan yang 

berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan 

Panyabungan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui 

usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan memahami 

pandangan Imam Syafi’i yang membolehkan pernikahan jika anak dianggap 

 
22 Diah Syafira, “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Perkotaan Terhadap Batas Usia 

Nikah (Studi di Kelurahan Mulyoharjo Pemalang),” Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. 
Abdurrahman Wahid Pekalongan (2023). 
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dewasa. Mereka juga sadar pentingnya pencatatan pernikahan di KUA, 

meskipun pernikahan dini masih terjadi akibat faktor seperti kawin lari dan 

kehamilan di luar nikah.23 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus penelitian. Skripsi yang diteliti oleh 

Sahrul Ramadan berfokus pada bagaimana masyarakat memahami dan 

mematuhi larangan pernikahan dini, terutama dalam konteks pandemi Covid-

19, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada 

pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Keempat, skripsi yang diteliti pada tahun 2021 oleh Rudi Hermawan 

yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang 

No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten 

Kediri)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat 

Pare, Kabupaten Kediri, terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup 

tinggi. Faktor pendukungnya meliputi kondisi ekonomi yang baik, banyaknya 

warga berpendidikan tinggi, kesadaran orang tua akan pernikahan dini, serta 

program KUA Pare seperti pengajian, safari ramadan, sosialisasi, dan 

penyuluhan pernikahan.24 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terletak pada teori yang digunakan. Skripsi yang diteliti 

 
23 Sahrul Ramadan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Dini 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Panyabungan,” Skripsi Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan (2022). 

 
24 Rudi Hermawan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No.16 

Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi di Pare Kabupaten Kediri),” Skripsi Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Kediri (2021). 
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oleh Rudi Hermawan menggunakan teori kesadaran hukum, Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019, dan dispensasi nikah, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti menggunakan teori kepatuhan hukum dan 

interaksionisme simbolik. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori adalah struktur konseptual yang digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan penelitian. Mencakup teori-teori yang akan digunakan untuk 

menganalisis dan menjawab masalah yang akan diteliti. Teori yang akan 

peneliti jadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan hukum 

dan interaksionisme simbolik. 

1. Teori Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum masyarakat sejatinya merupakan wujud komitmen 

masyarakat atau subjek hukum terhadap hukum, yang diwujudkan melalui 

perilaku nyata yang menunjukkan ketaatan terhadap aturan hukum.25 

Kepatuhan hukum merupakan suatu kewajiban, karena hukum berarti 

seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh setiap individu, dengan sanksi 

yang tegas bagi pelanggarnya. Dengan demikian, kepatuhan hukum 

memiliki hubungan yang kuat dengan tekanan untuk mematuhi peraturan 

yang ada. Seseorang cenderung menaati aturan dikarenakan takut terhadap 

sanksi yang mungkin dikenakan. H.C. Kelman berpendapat bahwa 

 
25 Sofyan Lubis, “Kebudayaan Hukum Antara Kesadaran Hukum & Kepatuhan,” 

https://artikel.kantorhukum-lhs.com/kebudayaan-hukum-antara-kesadaran-kepatuhan/, akses 20 
November 2024. 
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kepatuhan hukum seseorang dapat diukur dengan 3 (tiga) indikator, di 

antaranya compliance, identification, dan internalization.26 

a. Compliance 

Compliance dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan 

berdasarkan harapan untuk memperoleh imbalan atau menghindari 

hukuman. Seseorang akan mengikuti aturan jika ada imbalan yang 

ditawarkan atau untuk menghindari sanksi yang mungkin diterima. 

Kepatuhan cenderung terjadi ketika terdapat pengawasan yang ketat. 

b. Identification 

Identification adalah kepatuhan yang terjadi terhadap nilai hukum 

bukan karena nilai yang melekat pada aturan itu sendiri, melainkan 

untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok dan mempertahankan 

hubungan yang harmonis dengan pihak yang berwenang dalam 

penegakan aturan. Oleh karena itu, kepatuhan seseorang sangat 

dipengaruhi oleh kualitas interaksi antarindividu. 

c. Internalization 

Internalization terjadi ketika individu mengikuti kaidah hukum secara 

mendalam, di mana kepatuhan dianggap memiliki nilai yang berharga. 

Kepatuhan individu didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan dan 

kaidah tanpa mempertimbangkan otoritas atau pengawasan. 

 

 
26 Herbert Chanoch Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization Three 

Process of Attitude Change,” Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 1 (Maret 1958), hlm. 53. 
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2. Teori Interaksionisme Simbolik 

Teori interaksionisme simbolik yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer 

merupakan suatu pendekatan dalam sosiologi yang menekankan 

pentingnya makna dalam interaksi sosial. Teori ini berakar dari pemikiran 

George Helbert Mead yang menekankan bagaimana individu menciptakan 

makna melalui komunikasi dan interaksi dengan orang lain.27 Menurut 

Blumer, interaksionisme simbolik menggambarkan karakteristik unik dari 

interaksi antar manusia. Keunikannya terletak pada cara manusia saling 

menerjemahkan dan menjelaskan tindakan satu sama lain. interaksi 

antarindividu melibatkan penggunaan simbol-simbol, proses interpretasi, 

serta pemahaman bersama mengenai maksud dari tindakan masing-

masing.28 Blumer mengemukakan 3 (tiga) premis utama dari 

interaksionisme simbolik, yaitu pemaknaan (meaning), bahasa (language), 

dan pikiran (thought).29 

a. Manusia berperilaku atau bersikap terhadap orang lain berdasarkan 

makna yang mereka berikan kepada orang lain tersebut. 

 

 

 
27 Teresia Noiman Derung, “Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat,” 

Jurnal Kateketik dan Pastoral, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 123-124. 
 
28 Rizka Romadhon Fitriana, “Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Punjungan Di Desa 

Panaragan Jaya Utama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat,” 
Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020), hlm. 28-29. 

 
29 Herbert Blumer, Symbolic Interactionism Perspective and Method, cet. ke-1 (London: 

University of California Press, 1969), hlm. 2. 
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b. Makna terbentuk melalui pertukaran interaksi sosial. 

c. Makna dimodifikasi melalui interpretasi yang dilakukan oleh proses 

berfikir individu itu sendiri. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah usaha untuk menggali suatu masalah dengan 

menggunakan cara ilmiah untuk memperoleh data.30 Berikut adalah metode 

penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), di 

mana peneliti secara langsung mengamati dan terlibat dalam penelitian 

berskala kecil di masyarakat serta mengkaji budaya lokal. Penelitian 

lapangan merupakan metode yang melibatkan pengamatan langsung untuk 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.31 Penelitian ini 

dilakukan dengan mendatangi dan berinteraksi langsung dengan pihak-

pihak terkait, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari lokasi 

penelitian. 

 

 

 

 
30 Tamaulina Br. Sembiring dkk., Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik), cet. 

ke-1 (Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 1. 
 
31 Fadlun Maros dkk., “Penelitian Lapangan (Field Research),” Modul Kelas Kominfo 

Angkatan III Universitas Sumatera Utara (2016), hlm. 5-6. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menerapkan sifat penelitian deskriptif, yang berfungsi untuk 

memberikan pemaparan dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

komprehensif tentang kondisi hukum di wilayah tertentu, atau terkait 

fenomena yuridis yang terjadi, atau peristiwa hukum tertentu dalam 

masyarakat.32 Sifat penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini 

digunakan untuk menggambarkan kesadaran hukum masyarakat mengenai 

ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 

2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum, yakni ilmu yang 

mengkaji kehidupan sosial dalam kerangka hukum, dengan maksud untuk 

menciptakan keteraturan sosial yang ada di dalamnya.33 Pendekatan 

sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk meneliti kesadaran 

hukum masyarakat mengenai ketentuan batas perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon 

Progo. 

 

 
32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 

2020), hlm. 26. 
 
33 Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 20. 
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4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merujuk pada objek atau tempat di mana 

informasi diperoleh.34 Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung 

melalui interaksi dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian.35 

Data primer dalam penelitian ini didapat melalui observasi dan 

wawancara dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni 

teknik pemilihan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan 

kriteria atau alasan tertentu.36 Adapun informan dalam penelitian ini 

terdiri dari pihak KUA Kapanewon Wates, tokoh masyarakat, serta 

pasangan yang menikah di bawah umur atau orang tua mereka. 

 

 

 

 

 

 

 
34 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 57. 
 
35 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 100. 
 
36 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 65. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang 

digunakan untuk menguatkan data primer yang sudah didapatkan.37 

Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merujuk pada bahan hukum yang 

mempunyai daya ikat dalam masyarakat.38 Dalam penelitian ini, 

bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta 

peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan 

tema penelitian. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang keberadaannya 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau memperdalam 

pemahaman tentang bahan hukum primer.39 Penelitian ini 

menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal 

 
37 Syafnidawaty, “Data Sekunder,” https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/, akses 5 

November 2024. 
 
38 Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” 

Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 2 (2023), hlm. 106. 
 
39 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam 

Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8 (2021), hlm. 
1472. 
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penelitian, skripsi dan tesis, arsip laporan, publikasi dari 

pemerintah, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat 

tambahan, yang bertujuan untuk menyampaikan arahan atau 

deskripsi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.40 Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum 

tersier yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data harus dilakukan secara akurat dan sesuai dengan metode 

yang telah ditentukan agar hasil yang dicapai dapat sejalan dengan tujuan 

dari penelitian tersebut.41 Teknik pengumpulan data yang diterapkan 

mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menerapkan 

triangulasi sumber dan teknik untuk memverifikasi data. Triangulasi 

sumber adalah proses memverifikasi data dengan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber informan yang relevan, sedangkan 

triangulasi teknik digunakan untuk memastikan keabsahan suatu data 

dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data tersebut melalui 

 
40 Ibid. 
 
41 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Medan: KBM Indonesia, 2021), 

hlm. 28. 
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metode yang berbeda. Artinya, peneliti menerapkan berbagai teknik 

pengumpulan data untuk memperoleh data dari satu sumber yang sama.42 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan melalui proses pengamatan langsung oleh peneliti, di 

mana peneliti secara cermat mengamati objek penelitian, sehingga 

peneliti mampu mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan 

untuk mengungkap hasil penelitian.43 Teknik observasi digunakan 

untuk memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data primer yang 

dilaksanakan melalui proses diskusi secara langsung antara peneliti 

dan subjek penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu.44 Peneliti 

melakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari pihak KUA 

Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, tokoh masyarakat, serta 

pasangan yang menikah di bawah umur atau orang tua mereka. 

 

 

 
42 Andarusni Alfansyur dan Mariyani, “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi 

Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial,” Jurnal Kajian, Penelitian & 
Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 2 (Desember 2020), hlm. 149. 

 
43 Amalia Adhandayani, “Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif): Metode Observasi 

Dalam Penelitian Kualitatif,” Modul Universitas Esa Unggul (2020), hlm. 3. 
 
44 Muhammad Yasin dkk., “Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan 

Kuantitatif),” Journal of International Multidisciplinary Research, Vol. 2, No. 3 (Maret 2024), hlm. 
169. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang mencakup 

pengumpulan data dari sumber tertulis, seperti catatan, laporan, surat, 

buku, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek 

penelitian tersebut.45 Teknik dokumentasi diterapkan guna 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum 

masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, 

Kabupaten Kulon Progo.  

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif merupakan suatu proses terstruktur untuk 

mengidentifikasi dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, 

catatan lapangan, serta sumber lainnya, agar hasilnya dapat dengan mudah 

dimengerti dan disampaikan kepada pihak lain.46 Teknik analisis data 

mengadopsi model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman, yang menggunakan 4 (empat) langkah analisis yaitu 

pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusions).47 

 
45 Ardiansyah dkk., “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah 

Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2 (Juli 
2023), hlm. 4. 

 
46 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 

2017), hlm. 75. 
 
47 Bastian Kafomai dan ST Ramlah, “Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak Belajar 

Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Mualafa Kecamatan Mualafa Kota Kupang,” Jurnal 
Ilmu Pendidikan, Vol. 8, No. 1 (2023), hlm. 3. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan yang sistematis sangat penting dalam suatu penelitian untuk 

memberikan gambaran sistematis mengenai materi yang akan dibahas. Adapun 

dalam penelitian ini, sistematika pembahasan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab 

yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. 

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 

pendahuluan tidak hanya berfungsi sebagai pengantar tetapi juga sebagai 

fondasi untuk memahami relevansi dan arah penelitian. 

Bab II merupakan bagian gambaran tentang kesadaran hukum, 

perkawinan, perkawinan di bawah umur, batas usia perkawinan menurut Islam, 

dan batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Gambaran 

pada bab ini memberikan dasar teoretis yang diperlukan untuk penelitian, 

sehingga peneliti dapat membangun argumen dan analisis yang kuat 

berdasarkan teori yang sudah ada. 

Bab III merupakan gambaran lokasi penelitian, yaitu Kapanewon 

Wates, Kabupaten Kulon Progo dan praktik perkawinan di bawah umur di 

Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Gambaran pada bab ini 

membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah atau isu yang menjadi 

fokus penelitian, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya 

penelitian tersebut. 
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Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari analisis kesadaran 

hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, 

faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan 

batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di 

Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan analisis sosiologi hukum 

terhadap kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia 

perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon 

Wates, Kabupaten Kulon Progo. Bab ini merupakan bagian paling penting dari 

laporan penelitian yang memberikan bukti empiris dan analisis kritis terhadap 

temuan, serta menghubungkannya dengan konteks yang lebih luas. Hal ini 

merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa penelitian tidak hanya 

menghasilkan data tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan 

untuk pengembangan lebih lanjut. 

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang dilakukan. Bab penutup menyajikan ringkasan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, memberikan gambaran jelas tentang temuan 

utama dari penelitian ini.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesadaran hukum 

masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia perkawinan 

dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, 

Kabupaten Kulon Progo masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan tentang peraturan 

tersebut, di mana sebagian besar masyarakat di Kapanewon Wates belum 

mengetahui adanya ketentuan yang mengatur batas usia perkawinan. Hal 

ini membuat mereka lebih cenderung mengikuti hukum adat atau 

kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. Selain itu, kesadaran 

hukum masyarakat Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo belum 

menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Bahkan semakin diperburuk oleh tidak adanya sanksi yang 

tegas dalam peraturan tersebut, yang menyebabkan masih adanya 

kemungkinan untuk peraturan itu tidak diikuti. 

 



110 
 

 
 

2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan batas usia 

perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kapanewon 

Wates, Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh berbagai faktor, di 

antaranya: 1) faktor minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua; 

2) faktor ekonomi; 3) faktor rendahnya tingkat pendidikan; 4) faktor 

keinginan individu; 5) hubungan seksual di luar ikatan perkawinan; 6) 

faktor dorongan orang tua; 7) faktor perceraian orang tua; 8) faktor budaya 

permisivisme; 9) faktor labelling di kalangan masyarakat; 10) faktor 

kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat; dan 11) faktor 

media massa. 

3. Tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat 

mengenai ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo ialah 

sebagian masyarakat Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo belum 

mengetahui dan memahami adanya ketentuan yang mengatur batas usia 

perkawinan yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga kesadaran 

hukum masyarakat di wilayah ini masih rendah. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, KUA, serta lembaga 

pemerintah. 

1. Penting untuk meningkatkan edukasi hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah dan lembaga terkait secara sistematis dan menyeluruh, guna 

memperdalam pemahaman serta memperluas informasi mengenai 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

2. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat seperti Dukuh dan Ketua RT 

dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum sangat penting untuk 

memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mengingat 

besarnya pengaruh norma adat di Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon 

Progo, kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat menjadi 

penting untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan praktik 

budaya setempat. Tokoh masyarakat dapat berperan dalam memberikan 

pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hukum dalam menjaga 

kesejahteraan anak dan remaja. 

3. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan penerapan sanksi yang 

jelas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan mengenai batas usia 

perkawinan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan tersebut dan mendorong masyarakat agar lebih mematuhi hukum 

yang berlaku. 
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